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B

BUPATI BALANGAN,

bahwa untuk meningkatkan upaya penghimpunan data
kriteria daerah peduli hak asasi manusia di Kabupaten
Balangan guna mewujudkan kewajiban dan tangpung
jawab pemerintah daerah dalam penghormatan,
pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan
hak asasi manusia;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Balangan tentang Penghimpunan Data Kriteria
Daerah;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144},

5.  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun
2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli
HAM;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHIMPUNAN DATA

KRITERIA DAERAH PEDULI HAK ASASI MANUSIA .

BAB I
EKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan !

bl o ol

o

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Provinsi Kalimantan Selatan.

Hak Asasi Manusia vang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat
hak wang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum,
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat
dan martabat manusia.

Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk
meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan,
pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.




BABII
TUJUAN

Pasal 2

Penghimpunan Data Kriteria daerah Peduli HAM bertujuan untulk:

(1}

memotivasi pemerintah daerah Kabupaten untuk melaksanakan
penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
mengembangkan sinergitas Perangkat Daerah dan instansi vertikal di
daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan,
penegakan, dan pemajuan HAM; dan

memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja
pemerintah dacrah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan,
pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;

BAB 111
KRITERIA

Pasal 3

Kriteria Daerah Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:
hak atas kesehatan;

hak atas pendidikan;

hak perempuan dan anak;

hak atas kependudukan;

hak atas pekerjaan;

hak atas perumahan yang layak; dan

hak atas lingkungan yang berkelanjutan,

meeao TR

(2) Penilaian Kriteria Daerah Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

()

diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil.

Penjabaran dan penilaian kriteria daerah Peduli HAM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati int.

Pasal 4

Syarat untuk Kriteria Daerah Kabupaten Peduli HAM adalah :

Mengisi data penilaian kriteria Daerah Peduli HAM.

Data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)di isi oleh Organisasi
Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait serta BUMN/BUMD atau
Perusahaan Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dari Peraturan Bupati.

. Data penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertakan dengan

dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memperoleh pengesahan dari:

a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

b. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;

. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Balangan; dan




d. Pimpinan BUMN/BUMD atau Perusahaan Daerah di Kabupaten
Balangan.

5. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat {3] merupakan

dokumen capaian implementasi HAM di Kabupaten Balangan pada tahun
sebelumnya.

BAEB IV
PELAKSANAAN DATA PENILAIAN
Pasal 6

(1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian dan
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

[2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. koreksi aritmatika;

b. pemeriksaan keabsahan data lampiran yang ditunjukkan dengan tanda
pengesahan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan instansi
vertikal terkait serta BUMN/BUMD atau Perusahaan Daerah
Kabupaten Balangan;

c. pemeriksaan keabsahan data penilaian dan dokumen pendukung yang
ditunjukkan dengan tanda pengesahan dari Seckretaris Daerah
Kabupaten Balangan; dan

d. pemeriksaan rclevansi antara data penilaian dengan dokumen
pendukung yang disampaikan.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) kurang
lengkap, Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Organisasi
Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait serta BUMN/BUMD atau
Perusahaan Daerah Kabupaten Balangan,

Pasal 7

Dalam ha! hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dinyatakan lengkap, Bupati melalui Sckretaris Daerah melaporkan kepada
Kepala Kantor Wilayah,

Pasal 8

(1) Dalam rangka pelaksanaan Penghimpunan Data Kriteria Daerah Peduli
Hak Asasi Manusia di Kabupaten Balangan dapat dibentuk Tim oleh
Bupati Balangan.

(2) Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan pengumpulan dan
penyusunan Laporan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabuapten Balangan.




BAB V
PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 36 TAHUN 2017
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Faang terbalcs hipt (BTH|
s beeaar 10 dar luna

witavah hota) kewesan koth
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I8 Peniitunan Angin
krrmialitis

Nadk! Tum

Tidek nds

< 5i)
»50

» 5
lw"ﬂ,tm
» 2« 404

< 3%

L1

Tetap! Tarun
Naik
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RUMUS PENILAIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM:
*=YTx/n
Keterangan :

: Nilai Rata Rata

x
x : Jumlah Capaian seluruh Indikator
n : Jumlah Kriteria

> 75 sampai dengan 100 untuk kriteria Peduli HAM

> 65 sampail dengan < 75 untuk kriteria Cukup Peduli HAM
> 50 sampai dengan < 65 untuk kriteria Mulai Peduli HAM
= 50 untuk kriteria Kurang Peduli HAM

BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

HABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG PENGHIMPUNAN DATA KRITERIA DAERAH KABUFPATEN PEDULI
HAK ASASI MANUSIA

FORMAT DATA PENILAIAN KRITERIA DAERAH
KABUPATEN PEDULI HAM

LAPORAN HAK ATAS KESEHATAN

1 Produk Hulum Pemerintah Dasrah Kabupaten/Kota mengenai penyelenggarann/
Layenan Kesehatan :
[Jada [ Jridak Ada
*) by teanetan X peiedin beotake privhiom
Jikin el sebutkon e, normor, tongpl pengesatun dan juchal prochak ke daeroh yang diteriition

2 Alokasi Anggaran Kesehatan duri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD):

Jumiah APBD tahun pelaporan Rp | |

- Jumlah Anggaran Keschatan tahun pelaporan Rp.| |
3 Ketersedinan tenaga doider per penduduk

- Jumlah Penduduk I s |

- Jumlah Tenaga Dolcter | =)
4 Kelersedisan tenags dokter spesialis per penduduk

- Jumlah Penduduk I |

- Jumlah Tenaga Dokter Spesialis | |
5 Ketersediaan Bidan per penduduk

. Jumlah Penduduk 1 J

. Jumlsh Bidan | ]




D]

6 Ketersedigan Perawat per penduduk
- Jumlsh Penduduk
- Jumlah Perawat | |

 —

7T Ketersediasn Puskesmas per penduduk
- Jumlah Penduduk | |
- Jumlah Puskesmas | |

8 Ketersediaan Puskesmas Pembantu per penduduk
- Jumlah Penduduk | |
- Jumlah Puskssmas Pembantu | B

W

Tersedianys Rumah Salkit Umum Dacrah [RSUD) terakreditast nasional
- Jumlah RSUD terakreditasi nasional | |

10 Tersedianyn Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terakreditasi nasional (AN)
di tingks! kecamatan

- Jumlah kecamatan yang memiliki Puskeamas [ ]
terkareditasi nasional
- Jumiah kecamatan | |

11 Ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk
- Jumilah penduduk | |
- Jumlah tempat tidur | |

12 Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bay
- Jumlah bayi yang mendapatkan [DL | |
- Jumlah bayi

13 Kepesertaan Jaminan Keschatan Nasional (JEN)
- Jumlah Kepesertaan JKN
- Jumiah Penduduk ' |

14 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran
- Anpghka Kematian Bayi
- Jumlah Kelahiran Hidup

miw

15 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran
- Anglm Kematian Ibu [ |
- Jumlah Kelzhiran Hidup | |




-39 .

16 Prevelensi kekurangan giz dan gizi buruk pada balita
- Jumlsh balita korang g2 dan gis buruk | i
- Jumlah balita | |

Demildan date capaian di bidang kesehatan inl diberikan untuk dipergunakan didalam
penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

KPRt DR ..ot
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LAPORAN HAK ATAS PENDIDIKAN

1 Produk hukum pemerintah daerah lmbupaten/kota mengenai penyelenggaraan/
layanan pendidikan
[CJada [ | Tidak Ada
*) beri b X pocks kotak pilifn
Jiknt uefny, setndizn e, nomer, gyl pergresatn e uidul prodack il doernl g ittt heemy

........................................................................................................................

2 Alokasi Anggaran Pendidilean dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AFBD)

- Jumilah APBD di tahun pelaporan Rp | |

- Jumlah Anggaran Kesehatan di tahun pelapor Rp. | i
3 Tersedianys Pusat Kegintan Belajar Masynrakat (FKBM) di tingkat Kecamatan

- Jumlah Kecamatan yang memiliki PKBM | |

- Jumiah Kecamatan | |

4 Tersedianya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di tingkat kabupaten/kota
- Jumish SKB | |

5 Tersedinnya Pendidiken Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat Desa dan Kelurahan
- Jumlah Desa dan Kelurahan [ |
- Jumiah PAUD 1 |

6 Tersedinnva Sekolah Dasar Terakreditasi {minimal C)
- Jumiah 3D terakreditasi A, B, dan C | |
- Jumiah seluruh 8D [ |




- P -

7 Tersedianva Sekolah Menengah Pertama Terakreditas: (minimal C)

- Jumilah SMP terakreditasi 4 B, dan C [

- Jumlah seluruh SMP |

8 Tersedianya Madragah Ibtida‘iyah Terakreditasi [minimal C)

- Jumlah Ml terakreditasi A, B, dan C |

- Jumiah seluruh Ml |

4 Tersedianya Madrasah Tsanawiyah Terakreditasi iminimal Cj

. Jumlah MTs terakreditasi A4, B, dan C |

- Jumilah seluruh MTs |

10 Ketersediaan Guru berbanding murid pada pendidikan dasar SD dan SMP

= Jumlah Siswa SD dan SMP [

Jumigh Gury SD dan SMP l

11 Ketersedinan Guru Ml dan MTs berbanding murid

- Jumlah Siswa Ml dan MT's |

- Jumiahk Curu Ml dan MTs |

12 Ketersediaan Guru PAUD terbanding murid

- Jumiah Siswa PAUD L

L -

- Jumlah Guru PAUD |

13 Angka Putus Selolah usin pendidilan dasar

- Jumiah Siswa putus sekolah usia 7-12th dan 13-15th |

- Jumlah Siswa usia 7-12th dan 13-15th {

14 Angks melanjutkan sekolah SD/ Ml ke SMP/MTs

- Jumlah lulusan S0 dan Ml yang melanjutkan |

- Jumlah sefuruh siswa lulus 3D dan Ml |

15 Angka melanjuthan sekolah SMP/MTe ke SMA/MA

- Jumlah lulusan SMP dan MTs yang melanjutican |

- Jumiah seluruh siswa luhis SMP dan MTs |

16 Angka Partisinsi Murni Pendidikan Dasar’

Jumlah siswa usia 7-13th dan 13-15th l

- Jumiah penduduk usia 7-12th dan 13-15th |




e L

- Jumlah penduduk SO, MI, SMP, MTs | !
Jumiah penduduk usie 7-12th dan 13-15th | |

18 Angka Melek Huruf
- Jumiah penduduk usia 15th keatas bisa baca tulis | |
- Jumish penduduk usia 15th keatas ] |

Demikian data capaian di Wdang pendidikan ini diberikan untuk dipergunaksn didalam
penilaian da¢rah kabupaten/ kota Pedull HAM

K eesmmmaia i . I




LAPORAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

1 Produk hukum Pemerintah Daerah Katupaten /Kota mengenal Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungsn anak
[ ada [ |Tidak Ada
"} beri fonda X padia kotok: pd fan

R p———————ey ey TR R PR ERT R PR LR R LR TR IR LS R e L i e e R

GRS R EAEEEEEE SR R Rk WA R b eSS A R GNP PR TR P TR T T AR S AR AR AR i p R SR RhR A 4 R ARRAR R

2  Produk Hukum Pemerintah Dasrah Kabopaten/Kota mengenal pencegahan
perkawinan pada usia anak
[Jada [ ]midak Ada
*) beri frnidi X pere dntal it
i ey setutkom jeris, nomer, fomggndl pengesahon dan udul ok furkun doesaty yong ditebetioon

B o e e e 0 i R R SR R S RS R A SR i e FE e T RS SRR R R E R R R AR

B B Bt BN B B R B AR R R s R S R R R A R R R R AR R

3 Program pemberdaysan terpadu perlindungan perempuan dan anak
[ada [ |Tidak Ada
%) beri trnede X pachs keadeik: piliban
Mk oy, mpfnctirn by jondn progrom begidon wng difaizkon

e T L T L e R R R e e e e L e L PR R e P e (S e R LR Lo RS R o

o o e ] R B e e S L S BN EA SRR e

4 Program konseling/rehabilitasi bagi anak korban tindak kekerasan
kejahatan
[JAda || ridal Ada
+) bures tranets X gradn kst it
i acla, setmatkon Befwropo gmis progrom kegioha yang o Gk




[JAda [ |ridak Ada
*) beri fanca X parda btk mlin
ik mla selmithye lebergin ol poogrom keygedon g dilakakan

& Tersedianva panti rehabilitasi sosial bagl perempuan dan anak
[ ] Ada [ ITidak Ads
*) tapri fundn X pada kotak pilihan
it i, mebutkon betwropn s progri Megicon jeng ik

7 Rasio terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tanggs (KDRT)
. Jumlah rumah tangga | |
= Jumlah kekerasan dalam rumah tanggs | |

8 Kasus pekerje di bawah uwmur
- Jumiah pekerja anak usia 5-14th | |
- Jumlah pekerja usia 5th keatas I |

Demikian datn capaian di bidang perempuan dan anak ini diberilan untuk
dipergunakan didalam penilaian daerah Kabupaten Kota Pedull HAM




7 Pemberian Kartu [dentitas Anak (KIA}, Usia 0 - 17 tahun
- Jumiah penduduk usia @ - 17th memilild KIA | |
- Jumiah penduduk usia 0 - 17th | |

B8 Pasangan nikah berakte perkawinan
- Jumlah pasangan nikah berakte kawin = |
- Jumlah pasangan nikah i |

Demildan data capaian di bidang kependudukan ini diberikan untuk dipergunakan
didalam penilaian daerah kabupatenkota Peduli HAM
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LAPORAN HAK ATAS KEPENDUDUEAN

1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pencatatan Sipil

dan Kependudukan
[ Jada [ ridak Ada
i Joewt frmnedlin X puclia Mo ol ihorie

Jik i, sebuthom jenss, nomor, Mgt pengrectus dorn fidul produk ko doeh yong diferbition

i e e Bt i R

B e e e e LI PR R R et LR L]

2 Prosentase kepemilikinn KTP-el penduduk yang telah direkam
- Jumiah KTP-el yang telah didistribusikan | |
- Jumlah KTP-el vang telah direkam | |

3 Prosentase penduduk usia O - 18 tahun yang telah mempetoleh akte kelahiran
- Jumlal penduduk usia O-18th yang memillid akie | |
- Jumiah pendudulk usia 0-18th | |

4 Fasilitas layanan masyurakat terkuil masalah kependudukan dan pencatatan sipl
- Jumlah fasilitas lavanan kependudukan dan capl | |
5 Pelaynnan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipl
- Jumlah pemohon layanan yang tertangani | |
- Jumlah seluruh pemohaon layanan | |
6 Penduduk memilils KTP-el per satuan penduduk
- Jumlah penduduk usia 17th ke atas memiliki KTP-¢] | |
- Jumilah penduduk usia 17th ke atas: | i
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LAPORAN HAK ATAS PEKERJAAN

1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenal ketenagn kerjaan
[ JAda [ Imidak Ada
51 beri tufa X podia kotak pififem
Jika el sebndkon s, rorey, GFad pergesaiue; dim gl procuk ubee daeroh. worss elitwr bt ki

........................................................................................................................

e 8 S B A B LA LR B PR T PR St a8 A RN R e RS R LS

2 Produk Hukum Pemeriniah Dacrah Kabupaten/Kota mengenai Upah Minimum
Katupaten/ Kota (UMK]

[_JAda [ ]midak Ada
*) bt feoralin X pusciy dectak peifdumn
Wl iy, seburion jerds, nompr, syl pengesahan dar puctul produk Redeum darraf yrmg diteeitkes

3 Keterscdiaan Balai Latihan Kerja [BLK)
. Jumilah Balai Latihan Kerja ]
- Jumilah tenaga kerja ! !

4 Kelersedissn aksesibilitas bagl penyandang disabilites pada bangunan lentor
pemerintahan

. Jumiah bangunan kantor pemerintahan yang | |
memiliki aksesibilitas agl penyandang disahilitas
- Jumiah bangunan kantor instansi pemerintah | |

5 Penerimaan pegawai dari penyandang disabilitas di Pemenntah Daerah
Kabupaten / Kola
[ Jada []idak Ada
*) bert teruda X podla kotok plthee
i el selthon s, i, (orggal pengesoion din palul peoduk oo doesh g diser baskan

b BB b e mal m e i e R B e R B SR SR R e W il R R SRR R e e R g R R R AL ER A
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f Penanganan masalah hubungan industrial di tingkat bipartid
- Jumlah musalah hubungan industrial di tingkat | |
Wpartid
- Jumiah seluruh masaiah hubungan industrial | |

7 Tingkat pengangguran terbuka
- Juminh pengangguran terbuka | |
- Jumiah penduduk usia kerja | |

8 Angka partisipasi angkaian kerja
- Jumlah angkatan kerja usin 15th ke atas | |
- Jumlsh penduduk usia 15th ke atas | |

9 Tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas di instansi Pemerintah
Daerah
- Jumlah teniags kerja penyandang disabilitas pada | |
instansi pemerintah daerah
- Jumlah tenaga kerjn mada instans| pemerintah i — ]
daerah kabupaten/ kota

Demikian daia capaian di bidang pekerjasn ini diberikan untuk dipergunakan didalam
penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

PR e T R T T TR TN ]

If.:;pnln 371117 T ———

Teewla Teeigim + Sl
{m- i i AR SRR R AR 1
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LAPORAN HAK ATAS PERUMAHAN

1 Tersedianya produk hukum dacrah yang memuat ketentuan tentang perumahan
dan kawasun pemukiman

[ Ada [ |ridak Ada

*) beet temcdiz X porda iotoik pilhon
Jika e sebutkon josis; noroe, fongoad perupeaatun don uditd prociuk miksem dasrah pang diteriirioe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Prosentase penanganan sampah

- Volume sampah yang tertangani | |
Volume produksi sampah | ]

3 Penduduk berakses alr minum
- Jumlah penduduk berakses air minum | |
- Jumlah penduduk | |

4 Proscntase rumah Hnggal bersanitas:

- Jumlah ruma tinggal bersanitasi 1 _|
- Jumiah rumah tinggal [ |
5 Prosentase banginan ber [MB per satuan langunan
- Jumilah hengunan ber IMB | |
. Jumiah bangunan | i
f Prosentase rumah tangga menggunakan listr
- Jumlah rumah tanggs menggunakan listrik | |
. Jumlah rumah tangga | |
7 Prosentase rumah langgs menggunakan air bersih
. Jumish rumah tangga vang menggunakan air bersih | |
- Jumlah rumah tangg ! |




- -

8 Program penyedisan rumah tempat tinggal
[lada [ Tidak Ada
*) beert temtan X peadis knstoake el e
il addiy, selsithan iz progrom kegictnn yeng Glakiom

B R R LS R S S R L R R R e S R A R A LR § R S T e SRR RN R R R

e e S Sk Ak B R B R S e e ok ks B R TR e b R e e AR S S

O Rumah layak huni per satuan penduduk
Jumlah rumah layak huni I 1
- Jumlah keluargs | |

10 Pemukiman layak huni
- Jumlah pemukiman layak huni | |
- Jumiah wilayah pemukiman | |

Demikian data capaian di bidang perumahan ini diberikan untuk dipergunakan didalam
penilaian daerah Knbupaten/ Kota Peduli HAM

Tanda Tanpan = Stermpel




LAPORAN HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

i Produk Hukom Pemerintah Dasrah Katopaten/Kota mengenai :
Rencana tata ruang

[ ]Ada [ |Tiduk Ada

o) berd ik X preels katol) gilifn
ik iy, webudhoen pris, somor, Wnggol pergesofen don el produk ke domral o dilertiiion

- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

[]ada []ridak Ada
®| leeri dparnelin X pradin kvstodh il
Jik ek, vebutbam jeis, nomor, fangod pengesahan don atul prodik idum doeroh yong diteriitken

- Pencemaran udara
[ JAda [ ] Tiduk Ada
=) It tumaedin X pocha Aotk gl
Jika ade, sebuthorn jens, nomor, fggal pengesahon dir padul peodul fukum dasngh oy diderstion

T B e B S G S e e N e S R S ik R B AR T T AL SR AR R R R A R

- Pemakaman
[[Jada [ Imidak Ada
*) berl turilo X gk kolok palin
Jion iy sefwitkon jerus, nomor, epgal pergesafan don acul prochuk ndaum daerah pang deerflon

[ S st e R R TR S PR TP BT PR R SRR ER R e R DL LR LR R LU E UL S b et e Bt Rttt it

- Peraturan lain terksait lingkungan
[Jada [ |Tidak Ada
*) beri bt X ek kol pitifem
o iy, mebwakon peeus, nomor, tanggal progeaahan dan gl prochue Rk daerah yang diterbitian

O e e o A L L L o
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2 Ketersedianys fasilitas ruang bermain, sarana olah rage, dan taman sebesar 10Fh
dari luss wilayah
- Lues fasilitas bermain, SOR, taman | ]

- Luas wilayah | |

3 Tempat pemakaman umum per eatuan penduduk
- Jumlah daya tampung TPU | |
- Jumlah penduduk [ ]

4 Program penerangan lampu jalan dan fasilitas umuom
[ |Ada [ |Tidak Ade
* byt fancha X poda kol pdihan

ik iy s ke Dafserogea s o Aeplatan yeyy difekaken
§

5 Program pembangunan aksesibilitus bagi penyandang disahilitas
[ JAda [ JTidak Ada
& bt el X poadn Ktk piliher
Sk ol sebutkan beberope wenes progrom begaaton oy ddakokon

6 Fasilitas pongaduan dan saran masyarakat dapat berupa posko maupun media

anline

[ JAda [_|Tidak Ada

*) bt tamba X ok kofeak gifhor

ek ey, sehitiam Beberg e St gong desecdiskon
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7 Program olah rage masyarakat
[ads [ ]Tidak Ada

&) bart temila X ol kodak: pel ihan
ks el sentionn beberopo jenis program kegictan gong diinkkon

B Program penanaman
[ada Tidak Ada
*) Dwert pwudic X i ek gndihan
kg o sotaithrn Dl fenis progren kegaton g dilaknian

S TRy p R RET R PR s

9 Program pengelolaan samph berwawasan lingkungan
[ JAda [ ] midak Ada
#) biert 1t X poadi kotuk il then _
i by, sefratm bt s prageom kegustan g dilslasion

T AR B REEEEEER R e e B S SRR e Rk

e N S -y rIRFERRLLIR]

10 Program partisipasi masyarakat dalam pembangunan
[ JAda [ Jidak Ada
#| herd fonala X ot Lok midhan
ik, pednatheran beberrge jeves progrom fngiton yng dilakubon

11 Program pembinaan forum komunikas: umal beragama
[ Jada [ Tidak Ada
* b friclon X ploia Kotk pffhan
ik ey, sabutkan febergp pmix progrom begeeon yay dilunban

T e T T T e R LE
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12 Tingkat pencemaran udara berdasarkan index Standar Pencemaran Udara (I1SPU)
- Jumlah pencemaran udara berdasarkan 1SPU L |

i3 ketersedisan Ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah kota/
kawasan kota

- Luas ruang terbuka hijau | |

- Luas wilayah | |

14 Penurunan engka kriminalitas
- Angka kriminalitas tahun pelaporan | |

- Angka kriminalitas tahun sebelumnys | |

Demikian data capaian di bidang linglungan yang berkelanjutan ini diberikan untuk
dipergunakan didalam penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM

Kepala DINES ....covvrermrmemresrrmssinsiin

Torda Temgan + Stesnpel

e A

BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesual dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009




